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A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memasukkan poin khusus
tentang Hak Asasi Manusia, sechingga membuat Indonesia sebagai sebuah negara
wang hamus menghangai don  mofndung bk Azesi  DMmmsin (HAM), HAM
memyptiam el Rodiati yomg melidkatt padin. momsin yang: tidkdk niss dipisaiiim,
prentiindiungean tenfiudinp Bedompolk e aoyalkoyn ks pelecehon tedudnp sl

-

Sexezaren filkosofizs sk Bk el millilk semeto, kefidogam doon msit amak-onalk
adididh manedi wosae bosmme mesyeaiat. Somotae ek poempusn  secara
i b cidbelkc Brivan divedofiosi mmemjpdi el eilam bolisks, sednglan tidek senma
perempuan menjadi ibu, karena it  perempuan tidak perlu menjadi ibu terlebih
dahulu agar hak—-hak asasi mereka terlindungi.

Ketidakadilan gender merupakan ketidakadilan sosial, untuk mereduksi dan
mengantisipasi ketidakadilan dan kesenjangan gender tersebut dibutuhkan dorongan
dan dukungan secara kebijakan, legitimasi yuridis, dari peraturan perundang-
undangan yang menghindarkan terjadinya pelecchan dan eksploitasi terhadap
kelompok rentan, terutama dari kelompok anak — anak dan perempuan.

Fksistensi hukum pada hakekatnya adalah untuk mengatur prilaku subyek
hukum (manusia dan badan hukum) dalam mengadakan hubungan hukum, baik




